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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian

Akuntan Publik berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas
informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Semakin meluasnya
kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang independen, profesi
akuntan publik diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat
mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan
lainnya, sehingga dapat meningkatkan mutu informasi laporan keuangan yang
andal dan dapat dipercaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang
berlaku di Indonesia. (Ekawati, 2013)

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang
disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi
akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan
dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-
perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masih
menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit
yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan, begitu juga jika
sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain Perseroan Terbatas (PT) yang
bersifat terbuka (Mulyadi, 2011 : 2)

Apabila auditor dipercaya publik, maka opini auditor diadopsi sebagai

opini publik, dan opini menjelma menjadi pengetahuan baru atau kepercayaan



tentang sesuatu hal pada tataran publik (Sukrisno,2012:19). Kepercayaan yang
besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh
akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik
memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kepercayaan besar dari pemakai laporan keuangan dan jasa lainnya yang
diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan
kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas
audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya
sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit dinilai melalui sejumlah unit
standarisasi dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor eksternal, dan kegagalan
audit dinyatakan juga sebagai kegagalan auditor independen untuk mendeteksi
kesalahan material.

Auditor dalam mengaudit laporan keuangan harus berinteraksi dan
menjalin hubungan professional tidak hanya dengan manajemen tetapi juga
dengan dewan komisaris, komite audit, auditor intern dan pemegang saham untuk
mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data
perusahaan yang akan bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya
penilaian yang objektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh
selama audit berlangsung (Ardini, 2010).

Seorang auditor harus memiliki tanggung jawab untuk bisa memeriksa
dengan teliti laporan keuangan kliennya dengan berdasarkan prinsip akuntansi
yang berlaku umum. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa Bank

Lippo, kasus yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh bank Lippo



terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan, laporan keuangan yang dikeluarkan
olen bank Lippo dianggap menyesatkan ternyata banyak sekali kesalahan
material. Disini peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan
keuangan tersebut. Hal tersebut muncul karena adanya penghilangan informasi
fakta material, atau adanya pernyataan fakta material yang salah. (Hasan Basri,
2011)

Untuk fenomena yang terjadi di Indonesia dan sampai saat ini masih
berlarut adalah kasus yang menimpa Bank Century, kasus yang terjadi adalah
penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Century terhadap laporan keuangan
yang dikeluarkan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Century yang
dianggap menyesatkan ternyata banyak sekali terjadi kesalahan yang material.
Disini peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan
tersebut. Hasil audit BPK tentang Century dianggap menyesatkan antara lain
dikarenakan audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan memuat “dosa” LPS
(Lembaga Penjamin Simpanan) yang belum secara resmi menetapkan perhitungan
perkiraan biaya penanganan Bank Century secara keseluruhan. Hal tersebut dapat
muncul karena adanya penghilangan informasi fakta material, atau adanya fakta
material yang salah, dan dapat menyebabkan ketidaktepatan opini yang diberikan
oleh akuntan publik karena banyak ditemykan kesalahan yang material oleh
auditor pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sehingga, auditor
tersebut sulit untuk menemukan bukti-bukti yang rill dan sulit untuk menerbitkan

jenis opini pada Bank Century tersebut.



Bank Indonesia juga membantah penilaian BPK yang menyebutkan bahwa
penghitungan biaya penyelamatan Bank Century tidak didasarkan pada data yang
sesungguhnya karena perhitungan tersebut sebenarnya telah didasarkan pada
data/informasi yang ada pada saat itu.

Muliaman menjelaskan, pada saat menyampaikan surat GBI kepada KSSK
tanggal 20 November 2008, pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank Century
masih berlangsung sehingga kondisi riil Bank Century secara utuh belum dapat
diketahui, sehingga perhitungan CAR pun masih bisa berubah sesuai dengan hasil
temuan pemeriksaan.

Namun demikian, setelah Bank Indonesia menyatakan bank sebagai bank
gagal pada tanggal 20 November 2008 dan mengingat adanya SSB valas jatuh
tempo pada bulan November 2008 (USD45 juta) dan Desember 2008 (USD40,36
juta) yang diperkirakan tidak terbayar dan dinilai Macet, maka kebutuhan modal
yang diinformasikan kepada KSSK sebesar Rp1,77 triliun.

Di samping itu, Bl juga memberikan informasi kepada KSSK bahwa bank
memerlukan tambahan likuiditas sebesar Rp4,79 triliun, sehingga secara total
kebutuhan dana untuk penyelamatan bank diperkirakan sebesar Rp6,56 triliun.

Selanjutnya, sebagaimana hasil konsultasi dengan Sekretaris KSSK, maka
dalam lampiran 1 Surat GBI kepada KSSK pada tanggal 20 November 2008,
bahwa untuk mencapai CAR 8 persen dibutuhkan tambahan modal sebesar
Rp.632 miliar, yaitu tambahan modal minimal atas dasar posisi neraca bank

tanggal 31 Oktober 2008.



Namun jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan pemburukan
kondisi bank selama bulan November 2008. Hal itu disebabkan pemeriksaan
masih berlangsung, dan terdapat kemungkinan pemburukan kondisi bank.

Dengan demikian, sejak awal Bl telah memberikan informasi yang cukup
melalui Sekretaris KSSK bahwa kebutuhan biaya penyelamatan Bank Century
untuk kebutuhan modal dan likuiditas sekitar sebesar Rp6,56 trilyun.

Bl bahkan mengatakan kesimpulan BPK mengenai rekayasa perubahan
Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century dinilai
menyesatkan.

Bl menyebutkan bahwa perubahan FPJP merupakan rangkaian dari
seluruh kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan likuiditas baik rupiah
maupun valas dalam periode Oktober - Desember 2008. Sehingga bisa dipastikan
bahwa perubahan ketentuan FPJP tidak untuk menyelamatkan individual bank
tetapi diutamakan untuk menjaga dampak kesulitan likuiditas terhadap sistem
perbankan.

Selain itu, keterbatasan ketersediaan data neraca sehingga menimbulkan
perbedaan antara pengawas Bank Indonesia dan Auditor BPK terutama dalam
penetapan CAR Bank Century dan kebutuhan penambahan modal setelah Bank
Century dinyatakan sebagai Bank Gagal.

Dengan melihat berbagai kondisi seperti terus memburuknya kondisi
likuiditas Bank Century dan keyakinan dari Dewan Gubernur Bl bahwa dalam
masa Krisis tersebut sangat dihindari terjadi keputusan adanya Bank Gagal, karena

mempertimbangkan bahwa psikologi pasar akan sangat rentan yang dilandasi oleh



hasil stress testing terhadap 18 bank berskala menengah dan lima bank lainnya
yang memiliki total aset hampir sama dengan Bank Century.

Akhirnya Dewan Gubernur memutuskan untuk melakukan amandemen
PBI FPJP N0.10/30/PBI1/2008 tanggal 14 November 2008 yang bersifat sementara
dan dilakukan untuk memenuhi semangat dari PERPU No.2 Tahun 2008.
Kemudian diterbitkan pula PBI FPD yang sesuai dengan PERPU No.4 Tahun
2008 pada tanggal 18 November 2008.

Sementara mengenai agunan FPJP adalah nilai dari aset kredit yang
menjadi jaminan FPJP dihitung dari besarnya hak tagih yang ada (outstanding
kredit) dan sama sekali tidak dikaitkan dengan besarnya nilai jaminan atau agunan
dari kredit dimaksud yang diserahkan oleh debitur.

Melihat hal tersebut, sangat jelas bahwa auditor sama sekali tidak
mempertimbangkan kondisi likuiditas sistem perbankan yang sedang tertekan dan
hasil stress-testing serta mengabaikan pertimbangan otoritas terhadap
kemungkinan yang akan terjadi atas pemburukan sistem perbankan yang dipicu
oleh kondisi Bank Century.

Terkait dengan dasar waktu untuk perhitungan kecukupan CAR, BPK
mengatakan bahwa FPJP yang diberikan tanggal 14 November 2008 adalah dalam
kondisi Bank CAR negatif 132,5 persen. Bl berpendapat BPK sama sekali tidak
memahami penjelasan adanya time-lag penggunaan neraca untuk dasar penetapan
CAR dan telah keliru melakukan penurunan kualitas aset tidak sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia. (Antara, 2015)



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah secara resmi memberikan laporan
hasil audit forensik kasus Bank Century ke DPR.
Ada 13 temuan hasil pemeriksaan investigasi lanjutan kasus Bank

Century. Ketujuh poin itu sebagai berikut :

No. Temuan BPK terkait Transaksi Bank Century

1. | Dana hasil penjualan Surat-Surat Berharga (SSB) US Treasury Strips Bank Century (BC)
sebesar 29,77 juta dollar AS digelapkan oleh FGAH (Sdr HAW dan Sdr RAR). BPK
berkesimpulan bahwa patut diduga telah terjadi penggelapan hasil penjualan US Treasure
Strips (UTS) yang menjadi hak BC sebesar 29,77 juta dollar AS oleh HAW dan RAR
sebagai pemilik FGAH, yang merugikan BC karena telah membebani Penyertaan Modal

Sementara (PMS).

2. | Transaksi pengalihan dana hasil penjualan SSB US Treasury Strips (UTS) BC sebesar 7
juta dollar AS dijadikan deposito PT Al di BC dan merugikan BC. Dalam temuan ini,
BPK berkesimpulan pengalihan dana hasil penjualan SSB oleh Kepala Divisi Treasury
BC berinisial DHI menjadi deposito PT Al di BC sebesar 7 juta dollar AS tidak wajar
karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya, dan merugikan BC sehingga

akhirnya membebani PMS

3. | SSB yang diperjanjikan dalam skema Assets Management Agreement sebesar 163,48 juta
dollar AS telah jatuh tempo, tetapi tidak dapat dicairkan. BPK berkesimpulan, salah satu
orang yang berperan dengan inisial THL patut diduga telah melakukan perbuatan hukum,
yaitu tidak memenuhi jaminan sebesar 163,8 juta dollar AS untuk keuntungan BC saat

AMA jatuh tempo. (Temuan berdasarkan transaksi kredit)

4. | Dana hasil pencairan kredit kepada 11 debitor tidak digunakan sesuai tujuan pemberian
kredit. BPK menyimpulkan, pemberian kepada 11 debitor, yakni PT All, PT SCI, PT
CKHU, PT CIA, PT PDUB, PT AIG, PT Al, PT ADI, PT IP, PT CMP, dan PT WWR,

diduga tidak wajar karena melanggar ketentuan perkreditan pada BC

5. | Hasil penjualan aset eks jaminan kredit oleh PT TNS sebesar Rp 58,31 miliar dan Rp




9,55 miliar tidak disetor ke BC. Dalam temuan ini, BPK menyimpulkan diduga terjadi
penggelapan atas uang hasil penjualan 44 kavling aset eks jaminan PT BMJA senilai Rp
62,06 miliar oleh Direktur Utama PT TNS berinisial TK dan rekannya RT dengan cara
tidak menyetorkan hasil penjualan kavling tersebut ke BC. *Transaksi letter of credit

(L/C)*

Pencairan margin deposit jaminan beberapa debitor L/C bermasalah dilakukan sebelum
L/C jatuh tempo untuk keperluan di luar kewajiban akseptasi L/C. Kesimpulan BPK
yakni pencairan jaminan margin deposit sebagai jaminan L/C sebesar Rp 34,03 miliar
dan 2,15 juta dollar AS digunakan untuk keperluan yang tidak terkait dengan pelunasan

L/C yang dijamin sehingga merugikan BC.

Sdri DT menutup ketekoran dana valas sebesar 18 juta dollar AS dengan deposito milik
Sdr BS nasabah BC. Dalam temuan ini, BPK menyimpulkan penggantian deposito BS
yang digunakan Kepala Divisi Bank Notes BC berinisial DT untuk menutup kerugian kas
valas sebesar 18 juta dollar AS seharusnya tidak menjadi beban PMS, tetapi diganti oleh
DT sesuai dengan pengakuan utang yang bersangkutan dalam putusan PN Jakarta Utara

N0.413/PSdri.DT.G/PN.JKT.UT tertanggal 10 Juni 2010.

Sebagian dana valas yang diduga digelapkan Sdri DT mengalir kepada Sdr ZEM pada
tahun 2008 sebesar 392.110 dollar AS. Dalam temuan ini, BPK belum mengambil
kesimpulan karena belum memperoleh data yang memadai atas transaksi ZEM periode
2005-2007. Menurut keterangan Kepala Bagian Valas Bank Notes BC berinisial TIT,

dana tersebut dikuasai oleh DT. *Transaksi dana pihak ketiga terafiliasi*

Aliran dana dari PT CBI kepada Sdr BM sebesar Rp 1 miliar berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan. BPK berkesimpulan terdapat aliran dana dari PT CBI kepada BM
yang berpotensi menimbulkan konflik mengingat jabatannya sebagai Deputi Bl Bidang

IV yang berperan memutuskan pemberian FPJP kepada BC.

10.

Penambahan rekening PT ADI di BC sebesar Rp 23 miliar tanpa ada aliran dana masuk

ke BC. Dalam temuan ini, BPK menyimpulkan, aliran dana ke rekening PT ADI tidak




wajar karena tidak dapat dibuktikan adanya aliran dana dari PT PPM kepada BC untuk

keuntungan PT ADI. *Transaksi dana pihak ketiga tidak terafiliasi*

11.| Pemberian cashback sebagai kickback oknum BUMN/BUMD/yayasan. Kesimpulan BPK
dalam temuan ini, yaitu aliran dana kepada oknum direksi BUMN/BUMD/yayasan
lainnya tersebut sebesar Rp 1,32 miliar diduga merupakan kickback kepada pengurus
BUMN/BUMD/yayasan tersebut. *Transaksi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia (PT

ADI)*

12.| Aliran dana BC sebesar Rp Rp 465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabah PT ADI
merugikan BC dan membebani PMS. BPK berkesimpulan aliran dana dari BC sebesar Rp
465,10 miliar kepada PT ADI dan nasabahnya tidak wajar karena diduga tidak ada yang

mendasarinya dan merugikan BC sebesar Rp 427,35 miliar.

13.| Aliran dana BC dari saudara AR tidak wajar karena tidak ada transaksi yang
mendasarinya. Dalam temuan ini BPK menyimpulkan aliran dana BC ke salah satu
nasabah BC yang juga investor PT ADi berinisial AR melalui PT All sebesar Rp 24

miliar tidak wajar karena tidak ada transaksi yang mendasarinya.

(Sumber: Kompas, 2011)

Adapun fenomena lainnya yaitu kasus Kantor Akuntan Publik Justinus
Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit
laporan keuangan PT. Great River Internasional Thk. Kasus tersebut muncul
setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan
indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan
milyar rupiah pada laporan keuangan PT. Great River Tbk yang mengakibatkan
perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang.
Sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan
publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great River ikut menjadi tersangka.

Oleh karenanya, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006
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telah membekukan izin Kantor Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta selama
dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi
Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasi PT Great River tahun 2003

(Hukum Online, 2015)

Selain fenomena tersebut, baru baru ini muncul kasus yang diungkapkan
oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri dalam diskusi
Negara?’ di Gedung BPK, Kamis 12 September 2013 bahwa, sampai hari ini
masih ada Kantor Akuntan Publik yang bandel. Mereka tidak melaporkan temuan
pelanggaran dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam audit yang dilakukan BPK terhadap perusahaan-perusahaan BUMN masih
terdapat banyak rekayasa yang dilakukan. Hasan menjelaskan, salah satu
modusnya, BUMN mencatat piutang sebagai pendapatan. Tujuannya, agar bonus
untuk manajemen dan laba naik. Metode tersebut merupakan modus yang relatif
kuno masih dilakukan, ternyata masih sering Kantor Akuntan Publik yang tidak
mengkoreksi atau menuliskan dalam laporan auditnya.

(Nasional Tempo, 2013)

Adapun fenomena yang terjadi pada kasus manipulasi laporan keuangan
PT. Kimia Farma, PT. Kimia Farma adalah salah satu produsen obat obatan milik
pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen
Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 Milyar, dan laporan
tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta dan Mustifa (HTM). Akan tetapi,

kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu
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besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah diaudit ulang, pada 3 oktober 2002
laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), Karena telah
menemukan kesalahan yang cukup mendasar.

Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya
sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7%
dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan
Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit
Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada
unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar
dan overstated penjualan sebesar Rp. 10,7 M. Kesalahan penyajian yang
berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga

persediaan digelembungkan

Berdasarkan kasus tersebut tindakan yang dilakukan oleh PT. Kimia
Farma terbukti melanggar peraturan Bapepam no. VIII.G.7 tentang pedoman
penyajian laporan keuangan, poin 2, Perubahan Akuntansi dan Kesalahan
Mendasar poin 3 Kesalahan Mendasar, sebagai berikut : “Kesalahan mendasar
mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam
penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau

kelalaian.” (David, 2009)

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis bagi profesi akuntan karena
menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Akuntan yang memiliki pandangan

profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya
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oleh para pemakai jasa. Profesi akuntan publik dalam melaksanakan audit bukan
hanya untuk kepentingan yang memberikan pekerjaan, tetapi juga untuk pihak-
pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan klien yang
diaudit. (Ekawati, 2013)

Menurut Napoca (2012) penilaian professional dapat dilakukan oleh
orang-orang yang memiliki pengetahuan yang diperlukan, pengalaman, dan sikap
obyektif untuk membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang
relevan dengan subyektif. Penilaian professional mungkin berbeda tergantung
pada tingkat pengetahuan, pengalaman atau keterampilan seseorang, tetapi
perbedaan ini tidak cukup untuk menunjukkan apakah penalaran professional
tersebut benar atau tidak.

Dengan profesionalisme auditor yang baik, seseorang akan mampu
melaksanakan tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang. Selain itu
dengan profesionalisme seseorang akan mampu membuat keputusan tanpa
tekanan dari pihak lain, akan selalu bertukaar pikiran dengan rekan sesame
profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang berwenang untuk menilai
pekerjaannya adalah rekan sesame profesi sehingga dengan profesionalisme yang
tinggi kemampuan dalam pertimbangan tingkat materialitas suatu laporan
keuangan akan baik pula (Pramono, 2007)

Auditor professional belum cukup hanya memiliki sikap profesionalisme,
auditor juga harus memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Dengan

memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan auditor dalam bekerja akan lebih
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efektif. Auditor yang memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan akan lebih ahli
dalam mengungkapkan kekeliruan. (Lestari dan Utama, 2013)

Dalam melaksanakan tugasnya auditor seringkali dihadapkan dengan
berbagai macam situasi. Menurut Shaub dan Lawrence (1996) contoh situasi audit
seperti related parties transaction, hubungan pertemanan yang dekat antara
auditor dengan klien, klien yang diaudit adalah orang yang memiliki kekuasaan
kuat di sutu perusahaan akan mempengaruhi skeptisme professional auditor dalam
memberikan opini yang tepat. Auditor sebagai profesi yang dituntut atas laporan
keuangan perlu menjaga sikap profesionalnya.

Situasi audit juga merupakan hal yang berpengaruh pada tingkat
materialitas. Menurut Mulyadi (2011:89) dalam melaksanakan pekerjaan
auditnya, auditor sering menjumpai situasi irregularities yang mengandung resiko
adanya hubungan istimewa, motivasi manajemen, klien yang tidak kooperatif,
klien baru pertama kali diaudit dan klien bermasalah. Oleh sebab itu, auditor harus
selalu waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar yang
banyak mengandung penyajian yang salah terutama salah saji yang materil
(Mulyadi, 2011:76).

Pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci
keefektifan kerja. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang
berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting
untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Noviyani dan Bandi 2002).

Seorang akuntan publik yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan
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akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terurama yang berhubungan dengan
pengungkapan kekeliruan.

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan
professional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang
beralasan dari laporan keuangan ( Kusuma 2012).

Materialitas merupakan hal yang penting untuk di pertimbangkan, dalam
menentukan secara tepat jenis laporan yang akan di terbitkan pada situasi-situasi
tertentu (Hery, 2013:21).

Materialitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentukan
jenis opini audit mana yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu kondisi tertentu.
Menurut (Mulyadi, 2011:158) Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan
atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya
dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang
meletakan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan
atau salah saji itu. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang
mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Materialitas
merupakan hal yang penting karena bukan merupakan hal yang praktis bagi
auditor untuk menyediakan keyakinan bagi nilai-nilai yang tidak material (Arens,
2009:81).

Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan
profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi
keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam perencanaan audit,

auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian
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yang dipandang material. Pertimbangan tersebyt menyediakan suatu dasar untuk:
(a) menentukan sifat, saat dan luas prosedur penilaian risiko; (b) Mengidentifikasi
dan menilai risiko kesalahan penyajian material; dan (c) menentukan sifat, saat
dan luas prosedur audit lanjutan. (SPA 2013, SA; Seksi 320)

Seorang auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran
materialitas terhadap tahap perencanaan audit karena seorang auditor harus
menentukan berapa tingkat materialitas dalam suatu laporan keuangan kliennya.
Jika auditor menetapkan tingkat materialitas terlalu rendah, auditor akan
mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga akan
memunculkan masalah yang akan merugikan auditor itu sendiri maupun Kantor
Akuntan Publik dimana auditor tersebut bekerja, dikarenakan tidak efesiennya
waktu dan usaha yang digunakan oleh auditor tersebut untuk menentukan tingkat
materialitas suatu laporan keuangan kliennya. Sebaliknya, jika auditor
menentukan tingkat materialitas dengan jumlah (rupiah) yang terlalu tinggi,
auditor mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat
wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah
saji material yang membuat kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan
diragukan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang dapat membuat rasa
tidak percaya masyarakat terhadap Kantor Akuntan Publik dimana auditor
tersebut bekerja akan muncul karena memberikan pendapat yang ceroboh
terhadap laporan keuangan yang berisi salah saji yang material (Mulyadi,

2002:161)
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan
Laurent dan Pudjolaksono (2013) di Surabaya menemukan hasil bahwa
profesionalisme mempengaruhi tingkat materialitas menggunakan prinsip
professional auditor menurut AIPCA dan penelitian yang dilakukan Herawaty dan
Susanto (2009) menggunakan dimensi profesionalisme menurut Hall (1968) dan
pada penelitian Rita Anugerah dan Rahmiati Idrus (2014) variabel situasi audit
serta pada penelitian Noviyani dan Bandi (2002) variabel pengetahuan mendeteksi
kekeliruan. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menggabungkan variabel
penelitian profesionalisme yang dilakukan Laurent dan Pudjolaksono (2013)
dengan variabel situasi audit yang dilakukan Rita Anugerah dan Rahmiati Idrus
(2014) serta variabel pengetahuan mendeteksi kekeliruan yang dilakukan

Herawaty dan Susanto (2009).

Mengingat sangat penting adanya sikap profesionalisme, situasi audit dan
pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dalam pertimbangan tingkat
materialitas yang kemudian menghasilkan opini audit untuk mengetahui apakah
kualitas laporan keuangan Kklien sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku
umum atau sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), maka penulis
tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul “PENGARUH
PROFESIONALISME, SITUASI AUDIT, DAN PENGETAHUAN
MENDETEKSI KEKELIRUAN TERHADAP PERTIMBANGAN

TINGKAT MATERIALITAS AKUNTAN PUBLIK”
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian
Berdasarkan latar penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah
sebagai berikut:
1. Kepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan curang
yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan.
2. Apakah auditor benar-benar menggunakan profesionalismenya dengan
baik dalam mengaudit laporan keuangan
3. Karena dasar dan jumlah materialitasnya dipertimbangkan, bagaimana
sikap auditor dalam menghadapi situasi audit yang mengandung resiko
besar (irregularities) dalam setiap pertimbangan guna memberikan
keyakinan bahwa jumlah materialitas yang ditentukan sudah tepat.
4. Apakah auditor memiliki pengetahuan untuk mendeteksi kekeliruan

dengan baik dalam mengaudit laporan keuangan.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan masalah yang
akan diteliti sebagai berikut :
1. Bagaimana Profesionalisme pada Auditor yang berada pada KAP di Kota
Bandung.
2. Bagaimana Situasi Audit pada Auditor yang berada pada KAP di Kota

Bandung.
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3. Bagaimana Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan pada Auditor yang berada
pada KAP di Kota Bandung.

4. Bagaimana Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Auditor yang berada
pada KAP di Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme, Situasi Audit dan Pengetahuan
Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan
Publik pada Auditor yang berada pada KAP di Kota Bandung baik secara

parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan
penjelasan mengenai pengaruh Profesionalisme, Situasi Audit dan Pengetahuan
mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan
Publik pada Kantor Akuntan Publik yang terdapat di Kota Bandung, sedangkan
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme terhadap pertimbangan
Tingkat Materialitas Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota
Bandung baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Untuk mengetahui pengaruh Situasi Audit terhadap pertimbangan Tingkat
Materialitas Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota
Bandung baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengetahuan Mendeteksi

Kekeliruan terhadap pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik
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pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung baik secara langsung

maupun secara tidak langsung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan
dan manfaat diantaranya:
1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta
membandingkan antara teori yag diperoleh semasa perkuliahan dengan situasi
atau kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil
penelitian ini dapat melengkapi teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas

implementasi auditing dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang
dijabarkan sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Merupakan pelatihan secara intelektual yang diharapkan mampu
memperkuat daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi ilmiah
dalam disiplin ilmu yang sedang dijalankan khususnya ilmu akuntansi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
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Dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang
berhubungan dengan objek penelitian sama.

. Bagi Auditor

Para auditor dapat memahami bahwa berapa besar pengaruh
profesionalisme, situasi audit dan pengetahuan mendeteksi kekeliruaan
terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik melalui
pembuktian empiris.

. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik)

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat
mengambil kebijakan-kebijakan  terkait ~ dengan peningkatan
Profesionalisme, Situasi Audit dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan
yang mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik.

. Bagi PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai)

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang kajian audit yang
sesuai dengan tujuan dari PPAJP yaitu terbentuk profesi akuntan dan
penile yang mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan
transparansi ekonomi nasional serta mengembangkan kebijakan bidang
profesi akuntan dan penilai agar semaki bertanggungjawab dan terpercaya

bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.



